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SALINAN P U T U S A N
Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Parung

Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pamulang,

Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain

di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 03

Januari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

dalam register perkara Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 03 Januari 2018

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2013, Penggugat dengan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten
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Bogor sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor:

1048/73/IX/2013, tertanggal 30 September 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di Kp. Ciparay Jaya, RT.004, RW.002, Kelurahan/Desa Kelurahan

Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba’daddhuhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

keturunan;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah

tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak

harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran  yang terus

menerus disebabkan karena :

4.1. Tergugat kurang bertanggung Jawab;

4.2. Masalah Ekonomi;

4.3. Apabila sedang berselisih, Tergugat sering mengakhirinya dengan

melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat;

4.4. Sejak bulan Juli tahun 2013, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah

lahir dan bathin kepada Penggugat;

4.5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan

dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk

bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah

tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 24 Juni  tahun

2016, yang akibatnya Penggugat pulang atau kembali kerumah orang

tuanya yang beralamat diatas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan

Tergugat  pisah rumah dan ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan

hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat

dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah
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tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat

bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun

dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah

sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

berumah tangga dengan Tergugat. Oleh  karena itu sesuai dengan Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat

untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas,

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat

untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Membebankan  biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan

tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya

meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas

panggilan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 09 Januari 2018 dan tanggal

05 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan, alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala

sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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Pertimbangan Hukum
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya

adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam

perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam

perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat

memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan

demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan a

quo;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan

Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil untuk menghadap ke

persidangan, namun ternyata sesuai dengan berita acara panggilan Tergugat,

alamat Tergugat tidak jelas sehingga panggilan ini tidak dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas maka

gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat formil atas sebuah surat

gugatan di pengadilan maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang,  bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 556. 000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Ketua

Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H.,

M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. Drs. M. Effendy, H.A.

Ttd.

Idawati, S.Ag, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :
- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
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- Panggilan Rp.475.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.556.000,-
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. H. Harun Al-Rasyid
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